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bahwa dalam rangka penyesuaian dengan parameter penilaian dan evaluasi
atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta peningkatan efektivitas
hubungan kerja terkait dinamika perubahan susunan Organ Perseroan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada prinsip tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), maka dipandang
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di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan
Komuisaris PT Perkebunan Nusantara VIL.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) adalah panduan bagi
Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta
pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.
Board Manual merupakan salah satu soft structure Good Corporate Governance,
sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate
Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-
keputusan RUPS, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu
transparansi  (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas
(responsibility), kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness).
Tujuan penyusunan Board Manual ini adalah :
1. Menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan
Komisaris maupun hubungan kerja di antara kedua organ perusahaan tersebut.
2. Memudahkan organ-organ di bawah Direksi dan organ-organ di bawah
Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan
Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.
Board Manual ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya
sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris dalam
pengelolaan perusahaan.
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar,
dan keputusan RUPS yang dipedomani dalam Board Manual ini berlaku sebagai
ketentuan yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Board
Manual ini yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi sehubungan
adanya perkembangan/perubahan dalam ketentuan yang lebih tinggi tersebut,
maka ketentuan dalam Board Manual ini tidak berlaku dan yang berlaku adalah

ketentuan yang lebih tinggi.
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B. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan prinsip-prinsip hubungan kerja

sebagai berikut:

1.

Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam
mengelola perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan
pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan
hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang berarti senantiasa
dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, namun tidak dapat dijadikan
sebagai dasar pengambilan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi perusahaan secara lengkap,
tepat waktu dan akurat sesuai mekanisme yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab atas penyampaian informasi perusahaan kepada
Dewan Komisaris secara lengkap, tepat waktu dan akurat sesuai mekanisme
yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi menyepakati hubungan kerja antara organ-

organ di bawah Dewan Komisaris dan organ-organ di bawah Direksi.

C. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Peraturan =~ Menteri  Negara ~ Badan  Usaha  Milik  Negara
Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan
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Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Nomor PER-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

5. Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara
Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-
06/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-12/MBU /2012 Tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

6. Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara
Nomor PER-03/MBU /2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi
dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

7. Peraturan ~ Menteri Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara
Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara.

8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor
PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
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10.

11.

12.

13.

14.

Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU /2002
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU /2002
tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/MBU /2002
tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan
Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-59/MBU /2004
tanggal 15 Juni 2004 tentang Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan =~ Menteri  Negara ~ Badan  Usaha  Milik  Negara
Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan jo.
Peraturan =~ Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara
Nomor PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara jis. Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara jis. Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/4/2020 tanggal 2 April
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor : PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha
Milik Negara Jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI
Nomor: PER-04/MBU/09/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang
Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan  Direksi PT  Perkebunan  Nusantara III  (Persero)
Nomor:3.00/PER/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Standar
Operasional Prosedur Kerja Sama Pemanfaatan Aset.

Surat Edaran Holding Nomor:3.00/HOLD/SE/02/2016 tanggal 23 Mei 2016
tentang Revisi Pedoman Pengaturan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Direksi
& Dewan Komisaris PTPN [, II, IV s.d XIV.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing Sistem-
WBS), KNKG, 2008.

Standar Internasional Praktik Operasional Audit Internal Tahun 2017.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Tahun 2006 oleh
Komite Nasional Kebijakan GCG.

Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VII No.16 Tahun 2019.

PSAK 4 Revisi 2015 tentang Laporan Keuangan Tersendiri.

Peraturan  Direksi PT  Perkebunan  Nusantara III  (Persero)
Nomor:KPJAK/HOLD/PER/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak
Perusahaan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara I, II, IV sampai dengan

XIV.
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BAB II
DEWAN KOMISARIS

A. Pengertian

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta

memberi nasihat kepada Direksi.!

Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak

dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan

Komisaris.?

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) dengan masa jabatan ditetapkan 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Yang dapat

diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya pernah:3

1. dinyatakan pailit,

2. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau
Perum dinyatakan pailit, atau

3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

A.1. Persyaratan menjadi Dewan Komisaris

Pengangkatan  anggota  Dewan  Komisaris dilakukan  dengan
mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta

persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

! Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 6

2 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, Pasal 14 ayat 2
? |bid, Pasal 14 ayat 4, 10 dan 12

4 Ibid, Pasal 14 ayat 7
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Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian anggota

Dewan Komisaris dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan antara lain:®

1.
2.

6.

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,

tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar,

terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara,
melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.

dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap,

mengundurkan diri.

Selain alasan tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi

kepentingan dan tujuan Perseroan.®

A.2. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:”

1.

2
3.
4

meninggal dunia,

masa jabatannya berakhir,

diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris

berdasarkan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka:8

1.

RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah terjadi lowongan untuk mengisi lowongan tersebut.
Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan

anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris yang

> Ibid, Pasal 14 ayat 13
6 Ibid, Pasal 14 ayat 14
7 Ibid, Pasal 14 ayat 28
8 Ibid, Pasal 14 ayat 24
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berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh RUPS untuk
sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris
dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

3. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada butir 2 di atas, diberikan honorarium dan
tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan
Purna Jabatan.

Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun

anggota Dewan Komisaris, maka: °

1. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

2. Selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa
jabatan, maka RUPS menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang
Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan
Komisaris.

3. Dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa
jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya
tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap
melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas,
kewenangan dan kewajiban yang sama.

4. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 di atas, diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali
Santunan Purna Jabatan.

Dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen)
merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam
keputusan pengangkatannya. Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris
Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang

° Ibid, Pasal 14 ayat 25
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saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan, yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.1?

B. Tugas dan Wewenang

1. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan

nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.!!

2. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:!?

a.

Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga
dan memeriksa kekayaan Perseroan.

Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh
Perseroan.

Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai
segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.

Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
dijalankan oleh Direksi.

Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika
dianggap perlu.

Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar.

1% peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, pasal 13 ayat 1 dan 3
1 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, op.cit Pasal 15 ayat 1
12 Ibid, Pasal 15 ayat 2a
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h. Membentuk komite lain selain Komite Audit (Komite Audit wajib
dibentuk), jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan.

i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.

j.  Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan.

l.  Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar,
dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Dewan Komisaris

ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai Dewan

Komisaris. Tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap

anggota Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:!3

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
dan

3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian tersebut.

C. Hak, Kewajiban dan Etika Dewan Komisaris
1. Hak Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas

termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh

2 bid, Pasal 15 ayat 4,5,6.
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RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.14

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham,
anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat
pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari
dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal
efektif pengunduran diri. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima
dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada
keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti
pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima

tanpa memerlukan persetujuan RUPS.1

2. Kewajiban Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:!®

a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan
Perseroan,

b. meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang
disiapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,

c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan
RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan
RKAP,

d. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting

bagi kepengurusan Perseroan,

14 Ibid, Pasal 14 ayat 22.
13 Ibid, Pasal 14 ayat 26 dan 27
16 Ibid, Pasal 15 ayat 2b

11



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII BOARD MANUAL

e. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja Perseroan,

f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang
disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan,

g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
Laporan Tahunan, apabila diminta,

h. menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP,

i. membentuk Komite Audit,

j.  mengusulkan akuntan publik kepada RUPS,

k. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya,

l.  melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain,

m. memberikan laporan tentang tugas pengawasan dan memberikan nasihat
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada
RUPS,

n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. [Etika Dewan Komisaris
a) Etika berkaitan dengan Keteladanan

1) Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan
menjunjung the highest ethical standard di Perseroan. Salah satu
caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik
bagi karyawan.

2) Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung
kejujuran sebagai nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan
pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam sikap
dan tindakan;

3) Toleransi dalam sikap dan tindakan, santun dalam menyatakan
pendapat, baik secara lisan maupun tertulis;

4) Menghormati keputusan Pemegang Saham dan/atau RUPS;

12
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Memiliki orientasi untuk memberikan nilai tambah kepada
Perseroan;
Terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya

mengenai masalah yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan;
Mengambil sikap, menyampaikan pendapat, dan melakukan
tindakan sebagai pribadi, yang bersangkutan harus secara jelas dan
tegas menyatakan bahwa sikap, pendapat atau tindakannya itu
adalah sebagai pribadi;

Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas
unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan
Perseroan yang seimbang dengan kepentingan Pemangku
Kepentingan;

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempatkan
kepentingan Perseroan secara keseluruhan, di atas kepentingan

pribadi.

b) Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan

Dewan Komisaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan good corporate governance serta

kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

c) Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi

Dewan Komisaris dilarang untuk:

1)

2)

Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya
sendiri;

Menggunakan aset dan informasi Perseroan atau jabatannya selaku
Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan
peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang
berlaku;

Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan
pengetahuan/informasi dari dalam (inside information) untuk
mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan

Perusahaan.

13
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4) Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain
honorarium dan fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Dewan
Komisaris Perusahaan, yang ditentukan oleh RUPS

d) Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1) Dewan Komisaris wajib memberikan informasi Daftar Kepemilikan
Saham dan atau keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan melalui
Sekretaris Dewan Komisaris.

2) Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan selalu
menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kebijakan Perseroan.

e) Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan”

1) Dewan Komisaris mengisi dan menandatangani pernyataan Pedoman
Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) pada awal pengangkatan dan
diperbarui pada setiap awal tahun.

2) Dewan Komisaris menyusun Pakta Integritas yang dilampirkan dalam
usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari
Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.

3) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang
mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan
pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari
pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan
selain penghasilan yang sah;

4) Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk
kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain
yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;

5) Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan

Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan

v Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 69
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8)

diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan
dengan kasus tersebut.

Menghindari  setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi
independensinya dalam melaksanakan tugas;

Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan
apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu
termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan
instansi Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan
gratifikasi ilegal, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang
dan jasa di Perusahaan;

Tidak melibatkan diri pada perdagangan di dalam perusahaan (insider

trading)

f) Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1)

Anggota Dewan Komisaris tidak menerima, memberikan atau
menawarkan baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang
berharga kepada dan/atau dari pelanggan maupun pejabat
pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang
telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menerima baik langsung maupun tidak langsung, imbalan dan/atau
hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau entertainment
dalam bentuk apapun dari pihak manapun di luar Dewan Komisaris,
atas apa yang telah dilaksanakannya dalam hubungannya dengan
fungsi dan tugas Dewan Komisaris atau dalam kedudukannya sebagai
Dewan Komisaris;

Imbalan, hadiah, hibah dan sumbangan pada angka (2) tidak termasuk
honorarium, uang transportasi, penggantian biaya perjalanan dan
penginapan atau cindera mata, yang diberikan kepada Dewan
Komisaris;

Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

15
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undangan.
5) Sekretaris Dewan Komisaris melakukan koordinasi dengan pejabat
perusahaan yang ditunjuk Direksi dalam hal kewajiban anggota

Dewan Komisaris menyampaikan LHKPN.

D. Mekanisme Persetujuan dan Pemberian Arahan Dewan Komisaris

a. Persetujuan Atas Rancangan RJPP18

Mekanisme atas persetujuan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris adalah

sebagai berikut :

Dewan Komisaris beserta dengan Komite Dewan Komisaris melakukan
telaah terhadap rancangan RJPP dalam rapat internal Dewan Komisaris
yang dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang disiapkan Direksi sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas rancangan RJPP
secara tertulis kepada RUPS yang dituangkan dalam bentuk Tanggapan
Dewan Komisaris atas RJPP sebagai bahan pertimbangan keputusan
RUPS.

Tanggapan RJPP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu
antara 30 September sampai dengan 31 Oktober (tahun berjalan).?®

Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris memastikan hasil

telaah rancangan RJPP dikomunikasikan kepada Direksi.

b. Persetujuan Atas Rancangan RKAP20

Mekanisme atas persetujuan rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris adalah

sebagai berikut :

Dewan Komisaris beserta dengan Komite Dewan Komisaris melakukan
telaah terhadap rancangan RKAP dalam rapat internal Dewan Komisaris

yang dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris.

18 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 47
19 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 89
2% bid, Bab IIl Poin 48
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- Dewan Komisaris menandatangani RKAP yang disiapkan Direksi sesuai
ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan

- Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran atas rancangan RKAP
serta keselarasan dengan RJPP secara tertulis kepada RUPS yang
dituangkan dalam bentuk Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP
sebagai bahan pertimbangan keputusan RUPS.

- Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris memastikan hasil

telaah rancangan RKAP dikomunikasikan kepada Direksi.

c. Pemberian Arahan kepada Direksi

Mekanisme atas proses telaah dan pemberian arahan kepada Direksi adalah

sebagai berikut :

- Penyusunan rencana pemberian arahan dibahas dalam Rapat Internal
Dewan Komisaris.

- Hasil telaah atas sesuatu hal yang dianggap perlu bersama dengan
perangkat Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk risalah rapat
maupun bentuk laporan tertulis dan ditandatangani oleh Dewan
Komisaris.

- Pemberian arahan kepada Direksi disampaikan melalui surat resmi yang
ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris memastikan bahwa
hasil telaah dan arahan telah dikomunikasikan kepada Direksi.

Arahan Dewan komisaris yang diberikan kepada Direksi mencakup antara

lain :

1) Arahan terkait Perubahan Lingkungan Bisnis?!

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai
perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar
pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

a. Perubahan lingkungan bisnis yang dimaksud mencakup :

21 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 49
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- Internal : semua hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan
dapat langsung mempengaruhi kegiatan bisnis yang
mencakup modal, manajemen bisnis, pemegang saham,
tenaga kerja, peralatan, perlengkapan dan bahan baku
serta lainnya yang dipakai dalam kegiatan operasional
bisnis.

- Eksternal : semua hal yang bersifat mikro (pelanggan, penyedia
bahan baku, pemasok bahan/alat, penyalur atau
reseller produk, pesaing, kreditor, pembuat peraturan)
maupun makro (situasi politik, hukum, sosial budaya,
alam, teknologi dan beberapa jenis lingkungan lainnya).

b. Informasi perubahan lingkungan bisnis dapat diperoleh Dewan
Komisaris dari sumber lain seperti Laporan Manajemen, hasil temuan
audit maupun sumber lain yang relevan.

c. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah terkait dengan perubahan lingkungan bisnis dalam
rapat internal.

d. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting
mengenai perubahan lingkungan bisnis yang disampaikan secara
tertulis kepada Direksi.

e. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan kepada Direksi baik

berupa penjelasan tertulis maupun melalui rapat gabungan.

2) Arahan terkait Hubungan dengan Stakeholders??
Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya memberikan respon
saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders (pelanggan,
pemasok, kreditur dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada
Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
a. Kebijakan Dewan Komisaris terkait arahan tentang hubungan

dengan stakeholders adalah sebagai berikut :

2 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 50
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- Penyampaian saran permasalahan atau keluhan dari stakeholders
dapat melalui Whistle Blowing System (WBS) maupun melalui
media atau dengan cara lainnya yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.

- Dewan Komisaris dapat menindaklanjuti langsung dengan
memberikan saran atau meneruskan laporan kepada Direksi
sesuai ketentuan.

b. Dalam hal Dewan Komisaris menindaklanjuti langsung maka dapat
dilakukan telaah bersama dengan Komite Dewan Komisaris dalam
rapat internal.

c. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal penyelesaian atas
saran, harapan, permasalahan dan keluhan stakeholders secara tertulis

kepada Direksi.

3) Arahan terkait Sistem Pengendalian Internal?
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem
pengendalian intern perusahaan
a. Kebijakan Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan
Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut :
- Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap efektivitas
sistem Pengendalian Intern yang mencakup :
a) Kebijakan/rancangan @ dan  pelaksanaan  Sistem
Pengendalian Intern.
b) Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada
tingkat entitas.
c) Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada
tingkat operasional aktivitas.
b. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah dan memastikan seluruh permasalahan peningkatan

efektivitas Sistem Pengendalian Intern dibahas dalam rapat internal
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c. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang peningkatan efektivitas
sistem pengendalian intern kepada Direksi secara tertulis kepada

Direksi.

4) Arahan terkait Manajemen Risiko?*

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko

perusahaan.

a. Kebijakan Dewan Komisaris memberikan arahan tentang Manajemen
Risiko sebagai berikut :

- Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan
dan penerapan manajemen risiko perusahaan diantaranya
mencakup:

a) Rencana unit Manajemen Risiko.

b) Hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi
penanganan.

c) Laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang
disampaikan oleh Direksi.

b. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah dan memastikan penerapan manajemen risiko
perusahaan dibahas dalam rapat internal.

c. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penerapan manajemen

risiko secara tertulis kepada Direksi.

5) Arahan terkait Sistem Teknologi Informasi?
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang Sistem Teknologi
Informasi yang digunakan perusahaan
Kebijakan Dewan Komisaris memberikan arahan tentang Sistem
Teknologi Informasi sebagai berikut :
a. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan dan

penerapan sistem teknologi informasi diantaranya mencakup:

** bid, Bab Il Poin 52
2 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 53
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b.

Kebijakan dan penerapan sistem teknologi informasi.
Pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan.
Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah dan memastikan seluruh permasalahan sistem
teknologi informasi dibahas dalam rapat internal.
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang permasalahan sistem

teknologi informasi secara tertulis kepada Direksi.

6) Arahan terkait Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir2°

Keb

ijjakan Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan

pelaksanaan pengembangan karir sebagai berikut :

a.

Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan

suksesi manajemen dan penerapannya diantaranya mencakup:

- Penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi
perusahaan, promosi dan demosi serta mutasi.

- Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.

Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris

melakukan telaah dan memastikan kebijakan dan pelaksanaan

pengembangan karir dibahas dalam rapat internal.

Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan

pelaksanaan pengembangan karir secara tertulis kepada Direksi.

7) Arahan terkait Kebijakan Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan?’

Dewan Komisaris dalam memberikan arahan tentang kebijakan

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) adalah sebagai

berikut:

%% |bid, Bab Il Poin 54
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a. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah dan memastikan kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan dibahas dalam rapat internal.

b. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi

dan penyusunan laporan keuangan secara tertulis kepada Direksi

8) Arahan terkait Kebijakan Pengadaan?®

Dewan Komisaris dalam memberikan arahan tentang kebijakan

pengadaan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah dan memastikan kebijakan pengadaan dan
pelaksanaannya dibahas dalam rapat internal.

b. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan

dan pelaksanaannya secara tertulis kepada Direksi.

9) Arahan terkait Kebijakan Mutu dan Pelayanan®

Dewan Komisaris dalam memberikan arahan tentang kebijakan mutu

dan pelayanan serta pelaksanaannya, adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah dan memastikan kebijakan mutu dan pelayanan
dibahas dalam rapat internal.

b. Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan

pelayanan secara tertulis kepada Direksi.

d. Pengawasan dan Pemberian Nasihat kepada Direksi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat atas
implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, Dewan Komisaris

melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

%% bid, Bab Il Poin 55
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Mekanisme atas tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

adalah sebagai berikut :

- Penyusunan rencana tugas pengawasan dan pemberian nasehat dibahas
dalam Rapat Internal Dewan Komisaris.

- Hasil telaah bersama dengan perangkat Dewan Komisaris atas sesuatu hal
yang dianggap perlu dan penting dituangkan dalam bentuk risalah rapat
maupun bentuk laporan tertulis dan ditandatangani oleh Dewan
Komisaris.

- Pemberian nasihat kepada Direksi disampaikan melalui surat resmi yang
ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

- Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris memastikan bahwa

hasil telaah dan nasihat telah dikomunikasikan kepada Direksi.

Pengawasan Dewan komisaris yang diberikan kepada Direksi mencakup

antara lain :

1) Kepatuhan Direksi dalam menjalankan Peraturan Perundangan3®
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan dan pemberian nasihat
Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta
kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang
dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

Mekanisme atas pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan

perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan Anggaran Dasar kepada Direksi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaah terhadap kepatuhan perusahaan dalam
menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak

ketiga dalam rapat internal.

30 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 58 (2)

23



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII BOARD MANUAL

b. Dewan Komisaris berdasarkan hasil telaah memberikan arahan
secara tertulis kepada Direksi.

c. Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut
kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris per semester dan per tahun.

2) Kepatuhan Direksi sesuai RKAP dan/atau RJPP3!
Mekanisme Dewan Komisaris untuk mengawasi dan memantau
kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP
dan/atau RJPP, adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan evaluasi pencapaian perusahaan terkait dengan kesesuaian
pelaksanaan program kerja dan anggaran yang ditetapkan baik yang
berupa Laporan Manajemen Triwulan, Laporan Manajemen Tahunan,
RKAP serta RJPP.

- Dewan Komisaris turut menandatangani laporan kinerja perusahaan
yang berupa Laporan Manajemen Triwulan I s.d Triwulan III, Laporan
Manajemen Tahunan, RKAP serta RJPP sebagai bentuk pengawasan
dan evaluasi atas pencapaian perusahaan.

3) Persetujuan atas Transaksi®?
Mekanisme Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas
transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris
atau RUPS dengan acuan kebijakan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris bersama dengan Komite Dewan Komisaris
melakukan pembahasan dalam rapat internal yang didukung dengan
kelengkapan dokumen terkait pemberian persetujuan/otorisasi/
rekomendasi terhadap tindakan Direksi yang memerlukan
rekomendasi/ persetujuan Dewan Komisaris.

- Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak usulan atau dokumen Direksi secara lengkap diterima oleh

Dewan Komisaris.

*! |bid, Bab Il Poin 59
*2 |bid, Bab Il Poin 60
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- Dewan Komisaris membuat Pakta Integritas atas usulan tindakan
Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan
persetujuan RUPS.

- Pakta Integritas disampaikan kembali kepada Direksi untuk secara
bersama-sama disampaikan kepada RUPS.

4) Pengajuan Calon Auditor Eksternal3?

Mekanisme pengajuan calon Auditor Eksternal kepada RUPS sebagai

berikut :

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris melakukan
telaah pembahasan internal mengenai penunjukan calon auditor
eksternal.

- Proses telaah dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan apabila
penunjukan kembali maka perlu disertakan evaluasi atas kinerja
auditor.

- Dewan Komisaris menyampaikan calon auditor eksternal termasuk
alasan pencalonan serta besarnya honorarium/imbal jasa yang
diusulkan kepada RUPS guna ditetapkan.

5) Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal34

Mekanisme pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan audit

internal dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Audit Eksternal

- Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris memantau
kesesuaian hasil penyelesaian progres audit dengan rencana kerja
beserta kualitas rekomendasi audit eksternal sesuai standar profesi
akuntan publik.

- Dewan Komisaris menyampaikan arahan peningkatan atas

efektivitas audit eksternal secara tertulis kepada Direksi.

*3 Ibid, Bab Il Poin 60
** Ibid, Bab Il Poin 62

25



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII BOARD MANUAL

b) Audit Internal

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris
memantau dan mengkaji efektivitas Satuan Pengawas Intern
meliputi :

(1) Pengkajian dan penilaian rencana kerja pengawasan tahunan
atas sasaran dan lingkup audit yang akan dilaksanakan,
kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal,
kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil
audit, telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaan,
manajemen fungsi SPL

(2) Penerimaan laporan rutin hasil pelaksanaan pengawasan
intern dari Direksi yang memuat ikhtisar permasalahan
penugasan, saran-saran permasalahan dan tindak lanjut.

(3) Pemantauan dan penilaian efektivitas terkait dengan
keseluruhan sistem manajemen risiko perusahaan.

- Dewan Komisaris menyampaikan arahan peningkatan atas
efektivitas audit internal secara tertulis kepada Direksi.

c) Pengaduan yang diterima Dewan Komisaris berkaitan dengan
perusahaan.

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris
menelaah pengaduan yang diterima Dewan Komisaris sesuai
dengan kebijakan sistem pengendalian internal maupun kebijakan
Whistle Blowing System (WBS).

- Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengawasan atas
pengaduan yang diterima secara tertulis kepada Direksi.

6) Gejala Menurunnya Kinerja3>
Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada RUPS apabila terjadi gejala
menurunnya kinerja perusahaan serta memberikan saran kepada Direksi

untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

** Ibid, Bab Ill Poin 63
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Mekanisme pengawasan atas gejala menurunnya kinerja adalah sebagai
berikut :

- Dewan Komisaris bersama Komite Dewan Komisaris melakukan
pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja perusahaan secara
tepat waktu dengan tingkat kesegeraan seoptimal mungkin.

- Dewan Komisaris menyampaikan arahan kepada Direksi tentang
gejala menurunnya kinerja perusahaan secara tertulis yang memuat
antara lain :

(1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana secara
berkala.
(2) Pemantauan tindakan penyimpangan yang mungkin dilakukan.
(3) Tindakan koreksi apabila terdapat kejadian yang menyimpang
sehingga menghindari munculnya persoalan yang lebih besar.
7) Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan
Mekanisme pengawasan atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan
dengan mekanisme sebagai berikut :
a) Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan3®

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris
melakukan proses evaluasi terhadap arah pengelolaan anak
perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan
/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha
perusahaan dalam rapat internal.

- Dewan Komisaris memberikan evaluasi kesesuaian mengenai arah
pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait
dengan visi pengembangan usaha perusahaan secara tertulis.

b) Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan

Patungan?”

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris
melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan

Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan serta

*® Ibid, Bab Il Poin 64
*” Ibid, Bab Il Poin 65
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memberikan penetapan tertulis baik setuju /tidak setuju terhadap
proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak

perusahaan/perusahaan patungan atas usulan pemegang saham.

- Dewan Komisaris menyampaikan penetapan secara tertulis paling

lambat 15 hari kalender sejak tanggal diterimanya dokumen

lengkap dari Direksi.

8) Pencalonan Anggota Direksi, Penilaian Kinerja Direksi dan Pengajuan

Usulan Tantiem/Insentif Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan

mempertimbangkan kinerja Direksi

a) Pengusulan calon anggota Direksi®

Mekanisme pengusulan calon anggota Direksi kepada Pemegang

Saham sesuai kebijakan seleksi yang ditetapkan adalah sebagai

berikut :

Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau penelitian
pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi.
Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris

menyampaikan usulan kepada RUPS secara tertulis.

b) Penilaian Direksi%®

Mekanisme penilaian Direksi oleh Dewan Komisaris adalah sebagai

berikut :

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris

melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria,
target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak
Manajemen Direksi dengan realisasi pencapaian dalam rapat
internal akhir tahun.

Dewan Komisaris menginformasikan hasil penilaian kepada
Direksi sebagai sarana peningkatan kontribusi masing-masing

anggota Direksi.

*% |bid, Bab Il Poin 66
*% Ibid, Bab Il Poin 67
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- Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris
menyampaikan penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan
individu kepada RUPS dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris secara semesteran dan tahunan.

¢) Remunerasi Direksi#?

Mekanisme usulan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut :

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris
melakukan telaahan terhadap pengusulan remunerasi Direksi
dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI)
dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.

- Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji,
tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi

kepada RUPS/pemilik modal secara tertulis.

9) Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Mekanisme pengawasan atas praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik
dengan mekanisme sebagai berikut :

- Dewan Komisaris menggunakan Komite Dewan Komisaris melakukan
telaah atas laporan hasil assessment GCG, dokumen-dokumen
pendukung GCG, laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan
tahunan (Annual Report) serta tindak lanjut Area of Improvement secara
keseluruhan.

- Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaah tersebut kepada Direksi.

- Dewan Komisaris menindaklanjuti Area of Improvement atas hasil
assessment GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris

harus:#!

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

*%bid, Bab Il Poin 68
“a Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, Pasal 15 ayat 3
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Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan.

Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa Good Corporate

Governance (GCG) telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.*?

E. Pembagian Kerja Dewan Komisaris

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka

sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh

Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Komisaris atas beban Perseroan.43

Dewan Komisaris melakukan pembagian kerja yang mencakup seluruh bidang

tugas Direksi termasuk penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua

Komite Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan

Komisaris sebagai berikut:

1.

Komisaris Utama, bertugas melakukan koordinasi semua kegiatan anggota
Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris melakukan tugas pekerjaan pengawasan di
bidang Operasional dan Komersil dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengawasan terkait dengan kebijakan investasi baru, kebijakan

keuangan, pengawasan internal, kinerja korporasi, Human Capital, dan

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders.)

. Tugas pengawasan di bidang yang menyangkut produksi dan investasi

baik tanaman, pengolahan dan teknik serta unit plasma kemitraan
Tugas pengawasan yang berkaitan dengan biaya, baik investasi maupun

eksploitasi termasuk pengendalian harga pokok

. Tugas pengawasan yang menyangkut bidang Rumah Tangga, Sosial,

Keamanan, Pertanahan, Hukum, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

dan Lingkungan Hidup.

*2 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN
Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN, op.cit pasal 12 ayat 7.
43 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VI, op.cit, Pasal 14 ayat 23
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e. Tugas pengawasan di bidang pengelolaan Human Capital meliputi :
Sistem Informasi Manajemen SDM, Hubungan Industrial, Pengembangan
SDM dan Assessment Center, Pengembangan Organisasi serta Pelayanan
Kesehatan.

f. Tugas pengawasan di bidang Akuntansi dan Keuangan yang meliputi:
Akuntansi, Keuangan, Pajak, Asuransi, Verifikasi dan Anggaran.

g. Tugas pengawasan di bidang Pengadaan dan Pemasaran yang meliputi:
Pemasaran Hasil Produksi, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengadaan
Bahan Baku.

h. Tugas pengawasan di bidang Pengembangan Strategis dan Teknologi
Informasi yang meliputi : Pengkajian dan Pengembangan Bisnis; Corporate
Management Representative; Teknologi Informasi dan Pengembangan
Sistem, Manajemen Aset, Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

i. Tugas pengawasan di bidang Pengelolaan Kemitraan dan Bina
Lingkungan

j.  Tugas pengawasan di bidang pengelolaan sumber dana dan penggunaan
dana yang mendorong peningkatan produktivitas dan pengendalian
harga pokok penjualan.

k. Tugas pengawasan di bidang sistem informasi keuangan dan non
keuangan yang tepat waktu, akurat, dan tepat guna.

l. Dewan Komisaris menelaah dan memberi saran terhadap kebijakan
manajemen karir di perusahaan serta sistem dan prosedur terkait mutasi,
promosi dan demosi.

m. Dewan Komisaris memberikan saran terhadap kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan

n. Dewan Komisaris memberi arahan terhadap kebijakan mutu dan
pelayanan.

F. Perangkapan Jabatan
Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:#4
1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha
Milik Swasta (BUMS);

4 Ibid, Pasal 14 ayat 31
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2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif
dan/atau calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah; dan/atau

3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

G. Rapat Dewan Komisaris#®
Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan
Komisaris yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan
keputusan. Keputusan dapat juga diambil diluar Rapat Dewan Komisaris
sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang
diputuskan.
Jumlah rapat Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan
Perusahaan.#¢
1. Rencana Rapat?’

Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat internal Dewan

Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat

Gabungan), dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai

ketentuan yang berlaku.

2. Jadwal Rapat

a. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali,
dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

b. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas
permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan
Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa
Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per
sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-
hal yang akan dibicarakan.

c. Jumlah rapat dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang

direncanakan.4®

45 Anggaran Dasar Perusahaan No.16 Tanggal 25 Juli 2019, Pasal 16

*® peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
pada BUMN, op.cit Pasal 14 ayat 6

4 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 73 (1)

*8 |bid, Bab Il Poin 73 (2)
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3. Panggilan Rapat

a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh

Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3
(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat tersebut harus
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Dalam hal rapat yang sifatnya khusus/urgent, undangan dapat
dilaksanakan melalui media telekomunikasi yang kemudian dinyatakan
di dalam rapat oleh Pimpinan Rapat dan didokumentasikan secara
tertulis ke dalam risalah rapat.

Panggilan Rapat tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan

Komisaris hadir dalam rapat.

4. Tata Tertib Rapat

a.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik
Indonesia.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari Y2 (satu per
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau
wakilnya sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Dewan
Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya.

Undangan rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atas
permintaan Komisaris Utama.

Agenda rapat disusun dengan masukan dari setiap Dewan Komisaris.
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Dewan Komisaris dapat melakukan rapat melalui media komunikasi

elektronik.

Etika Rapat Dewan Komisaris sesuai peraturan perusahaan yang berlaku

diatur sebagaimana berikut :

(1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, tanggung jawab serta kewajaran.

(2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam
proses pengambilan keputusan.

(3) Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi
serta menghindari potensi benturan kepentingan antara kepentingan
pribadi dengan kepentingan perusahaan.

(4) Menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan, melakukan
diskusi dengan seksama serta mengutamakan penyelesaian secara

mufakat.

5. Pimpinan Rapat

a.

Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

b. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan

Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat.

6. Pengambilan Keputusan

a.

Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan
musyawarah untuk mufakat.
Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan

rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
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c. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang
diwakilinya.

d. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan
rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan  mengenai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota
Dewan Komisaris, kecuali mengenai orang, pengambilan keputusan
rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

e. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.

f. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari %2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari %2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

h. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak
mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau
wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

i. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan
standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan
dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Gabungan atau secara
tertulis untuk keputusan sirkuler dengan tingkat kesegeraan
penyampaian kembali kepada Direksi 14 hari.#®

7. Risalah Rapat

a. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang

berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda/dissenting

opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada), jalannya rapat, hasil evaluasi

*? |bid, Bab Il Poin 44 (2),(3)
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atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya®, penjelasan atas
ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan
Komisaris®! dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat tersebut
ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris

yang hadir dalam rapat.

. Asli Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk

disimpan dan dipelihara, dipelajari dan ditindaklanjuti, sedangkan
Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
Risalah rapat Dewan Komisaris disusun dan diadministrasikan oleh

Sekretaris Dewan Komisaris.

. Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat

Dewan Komisaris sebelumnya dan memastikan telah ditindaklanjuti

seluruhnya.

H. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Dewan Komisaris hanya boleh memiliki Komite Audit dan dapat memiliki satu

komite lainnya dengan keanggotaan masing-masing komite yang berasal dari

luar Dewan Komisaris maksimum sebanyak 2 (dua) orang.>?

Organ pendukung Dewan Komisaris, dapat terdiri dari:>3

Komite Audit;

Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang
sama;

Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan;

Satu Komite lain, jika diperlukan.

Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris dan

untuk yang bukan dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua)

orang.>

*% bid, Bab I1l Poin 77 (3.b)
>! Ibid, Bab Il Poin 73 (4)
2 surat Menteri Negara BUMN Nomor S-375/MBU.Wk/2011, angka 2.
>3 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021, pasal 2 ayat 1
54,
Ibid, pasal 2 ayat 2 dan 3
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Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau

menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan

Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:>®

e Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

e Disetujui oleh Pemegang Saham berdasarkan kompleksitas dan beban yang
dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di Perusahaan yang

bersangkutan.

Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan
pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good

Corporate Governance)>®

Rencana Kerja dan Anggaran Komite Dewan Komisaris disusun dengan
mekanisme sebagai berikut : 5
e Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan
rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk
ditetapkan.
e Galinan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite disampaikan oleh
Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
e Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan dilaporkan kepada Dewan
Komisaris.
e Program kerja tahunan Komite paling sedikit memuat telaah untuk
memastikan :8
i. Efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan
rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen
beserta pelaksanaannya.

ii. Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI.

>® Ibid, pasal 2 ayat 4

*® peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021, pasal 23A
>’ peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, pasal 24

8 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 81 (3)
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iii. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan
oleh auditor eksternal dan SPI.

iv. Telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala
informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

v. Self -assessment kinerja Komite.

Rapat Komite Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana

berikut :

Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan
minimal rapat Dewan Komisaris.>®

Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh
seluruh anggota Komite yang hadir.

Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan
Komisaris.

Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulan
dan laporan tahunan Komite.

Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program
kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.®°
Risalah rapat komite memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi atas
acara yang diagendakan serta risalah asli diserahkan kepada Sekretaris

Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.

Penghasilan anggota Komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan

memperhatikan kemampuan Perusahaan serta besaran sebagai berikut:¢!

Honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur.
Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan dan obat-obatan bagi yang
bersangkutan, tidak termasuk keluarga;

Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1

(satu) kali honorarium.

> peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, pasal 25
60 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 82
%1 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021, pasal 16

38



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII BOARD MANUAL

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/ Anggota Komite tidak diberikan
penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota
Dewan Komisaris.

Pajak atas penghasilan Komite Dewan Komisaris ditanggung perusahaan.
Komite Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain dari perusahaan

selain penghasilan yang telah diberikan.

Evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan
Komisaris dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan

Komisaris®2

Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Dewan
Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi perusahaan tentang karyawan
dana, aset serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugasnya.

Komite Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan
informasi perusahaan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya

digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

1. Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan.

a. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretariat Dewan
Komisaris.®
Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar
Perusahaan dan beranggotakan staf Sekretariat Dewan Komisaris.
Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

b. Tugas Sekretariat Dewan Komisaris.%
Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk

membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

®2 bid, Pasal 10;Pasal 29
% peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, pasal 3
64 Ibid, pasal 4
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1) Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan
Komisaris.

2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran
dasar Perusahaan.

3) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk,
surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.

4) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan
Komisaris.

5) Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris

Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain

berupa:

1) Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan
perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.

2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta yang terkait
dengan :6°
e Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan

arahan Dewan Komisaris;

e Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan
/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan;

e Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-
hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari
Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan
perusahaan yang dilakukan Direksi.

e Mengumpulkan data teknis dari Komite Dewan Komisaris dan
tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

3) Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka

memperlancar tugas Dewan Komisaris.

6 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 75 (2.d)
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4) Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris dengan pihak
lain.

5) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris®®

Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris.”

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan

oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak

Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan

oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan perusahaan

serta besaran sebagai berikut :%

e Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris maksimal sebesar 15%
(lima belas persen) dari gaji Direktur Perusahaan;

e Tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium per bulan.

e Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun
sebesar 1 (satu) kali honorarium.

e Fasilitas kesehatan rawat inap, rawat jalan dan obat-obatan bagi yang
bersangkutan, tidak termasuk keluarga.

e Bonus dapat diberikan dengan besaran tidak melebihi besarnya
bonus terendah yang diterima oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah
Direksi yang bersangkutan.

e Asuransi purna jabatan dan fasilitas pakaian kerja dengan
memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan serta tidak
melebihi besaran penghasilan yang diberikan kepada Dewan
Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain dari
perusahaan selain yang telah diberikan oleh perusahaan.
Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris

ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total penghasilan

% peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, pasal 4

67 Ibid, pasal 5

%8 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021, pasal 7
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setahun tidak lebih besar dari penghasilan organ pendukung Dewan
Komisaris lainnya.

Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris
ditanggung perusahaan kecuali bonus.

e. Sekretaris Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi
tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik
perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan
surat tertulis dari Dewan Komisaris.®

f. Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data
dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak
eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan
tugasnya.”?

g. Sekretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil

penugasan kepada Dewan Komisaris

2. Komite Audit.
a. Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit.”!

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari
Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang
merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan
Komisaris yang dapat bertindak independen. Sedangkan Anggota
Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar
Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit
dilaporkan kepada RUPS.

Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris
berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota
Dewan Komisaris berakhir. Dalam hal terdapat anggota Dewan
Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai

anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh

% peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, pasal 8
70 Ibid, pasal 9
& Ibid, pasal 11
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d.

anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari.

Tugas Komite Audit.”?

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya

membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam

pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab

langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas untuk :73

1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal
auditor dan internal auditor.

2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan
oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.

3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan
terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.

5) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan
Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

6) Dewan Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada
Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

Masa Jabatan Komite Audit.”*

Masa jabatan Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan

Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi

hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Piagam Komite Audit

e Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan
usulan Komite Audit untuk kemudian asli piagam disampaikan

kepada Direksi guna didokumentasikan.”

72 Ibid, pasal 12
7 Ibid, Pasal 13
7 Ibid, pasal 14
73 Ibid, pasal 23

43



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII BOARD MANUAL

e Piagam Komite Audit ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.”®

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

a.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi.””
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan
oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah
anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris
Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak
independen. Sedangkan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi dilaporkan kepada RUPS.
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota
Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya
sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Dalam hal terdapat anggota
Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan
Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua
Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.”
Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam
melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Nominasi
dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya
maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada
Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk :7°
1) Melakukan review secara berkala atas sistem Pengelolaan Talenta
(Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan

evaluasi atas pelaksanaannya

e Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 81 (2)
77 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021, pasal 16A

78 Ibid, pasal 16B
7 |bid, Pasal 16C
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C.

9)

Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian
talenta (Talent Classification) yang dilakukan oleh Direksi;
Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh
Direksi kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk
menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan
Komisaris kepada RUPS.

Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan
diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS;

Melakukan evaluasi atas usulan Key Performance Indicators individu
anggota Direksi;

Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris;

Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang
membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris;
Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi

perusahaan.

10) Dewan Komisaris dapat pula memberikan penugasan lain kepada

Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan dalam piagam

Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa Jabatan Komite Nominasi & Remunerasi.80

Masa jabatan Komite Nominasi & Remunerasi yang bukan merupakan

anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan

dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan

tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya

sewaktu-waktu.

4. Komite Manajemen Risiko

a.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Manajemen Risiko.

8 Ibid, pasal 16D
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Dewan Komisaris membentuk Komite Manajemen Risiko yang terdiri

dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Komisaris. Ketua Komite Manajemen Risiko adalah anggota Dewan

Komisaris. Sedangkan Anggota Komite Manajemen Risiko dapat berasal

dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan. Pengangkatan

dan pemberhentian Anggota Komite Manajemen Risiko dilaporkan
kepada RUPS.

Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan

Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai

anggota Dewan Komisaris berakhir. Dalam hal terdapat anggota Dewan

Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko

berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite

Manajemen Risiko wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya

dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Tugas Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan

tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Manajemen Risiko

bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam
pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk:

1) Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan yang
mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, strategi, sistem
dan kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian intern
Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.

2) Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko
yang digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi
penyempurnaan lebih lanjut.

3) Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko Perseroan.

4) Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan.

5) Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perseroan.
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6) Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan
dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk
Management (ERM) dalam Perusahaan.

7) Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang
telah diterapkan di Perseroan.

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

c. Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko.8!

Masa jabatan Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota

Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-

waktu.

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan
laporan triwulan dan laporan tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Komite
dan Anggota Komite kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas
disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.8?
Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari
laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang
ditetapkan Dewan Komisaris.®
Laporan triwulan dan tahunan Komite minimal memuat :

a) Perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan

b) Substansi hasil kegiatan

c) Rekomendasi yang diberikan

I. Pendelegasian Wewenang
a. Komisaris Utama menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan

Komisaris.

81 Ibid, pasal 20
82 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, pasal 26
8 peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021, pasal 29
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b. Komposisi dan pembagian tugas ditetapkan sesuai dengan kompetensi dan
keahlian masing-masing anggotanya.

c. Pendelegasian wewenang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan
Komisaris lainnya dinyatakan dengan surat kuasa tertulis dan tidak
menghilangkan sifat pertanggungjawaban kolegial Dewan Komisaris.

d. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota
Dewan Komisaris lainnya yang berhalangan.

e. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada Komite Audit diatur
dalam Piagam Komite Audit.

f. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada Komite Nominasi dan
Remunerasi diatur dalam Piagam Nominasi & Remunerasi.

g. Pendelegasian wewenang Dewan Komisaris kepada Komite Manajemen
Risiko diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko.

h. Pendelegasian wewenang harus sejalan dengan Code of Conduct Perusahaan

dan ketentuan yang berlaku.

J. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
1. Dewan Komisaris wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan RKAP)34
2. Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang membuat
sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada
RUPS.8
3. Kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris mencakup :

a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang memuat
rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut
dan disahkan oleh Dewan Komisaris.

b. Program kerja dan anggaran Dewan Komisaris disusun sebelum

pengesahan RKAP perusahaan.

8 peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Pasal 12 ayat 5
8 Keputusan Sekretrais Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 45
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C.

d.

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan

Komisaris :

1) Menggunakan /melibatkan perangkat Dewan Komisaris secara
optimal.

2) Mempertimbangkan tingkat ketercapaian program kerja dan anggaran
tahun sebelumnya dibandingkan realisasi.

3) Melakukan pembahasan penyusunan program kerja dan anggaran
dalam rapat internal Dewan Komisaris.

4) Rencana kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris disampaikan
secara tertulis kepada pemegang Saham /Pemilik Modal untuk
mendapatkan pengesahan yang selanjutnya disampaikan kepada
Direksi dan menjadi bagian dalam RKAP Perusahaan.

Terdapat laporan tentang realisasi RKAT Dewan Komisaris yang

disampaikan dalam Laporan Tugas Pengawasan dan Laporan Tahunan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham.

Administrasi dokumen RKAT Dewan Komisaris dilakukan oleh Sekretaris

Dewan Komisaris.8¢

4. Cakupan Muatan dalam RKAT Dewan Komisaris paling tidak memuat :

a.
b.
C.

d.

Rencana penyusunan RKAT Dewan Komisaris Tahunan.

Program pengenalan Dewan Komisaris baru.

Program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris.

Indikator kinerja utama dan target yang mencerminkan ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi.

Proses persetujuan rancangan RJPP perusahaan

Proses persetujuan rancangan RKAP perusahaan

Rencana pengawasan dan pemberian arahan terhadap :

1) Isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis

2) Saran, permasalahan atau keluhan stakeholders.

)
3) Kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern.
4)

Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

8 Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab IIl Poin 45
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) Sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan
) Kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
7) Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
) Kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
) Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan perjanjian pihak ketiga
10) Kepatuhan dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau
RJPP.
11) Efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal.
12) Membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan
Dewan Komisaris atau RUPS.
13) Kebijakan pengelolaan anak perusahaan
h. Penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal
i. Persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan
Dewan Komisaris atau RUPS
j. Kesegeraan melapor kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya
kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada
Direksi.
k. Penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
.  Penelaahan usulan remunerasi Direksi.
m. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
n. Penyelenggaraan rapat internal Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan
Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi (Rapat Gabungan).

0. Rencana kerja dan anggaran disahkan oleh Dewan Komisaris.?”

K. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris
a. Penyusunan Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Dewan Komisaris
1. RUPS wajib menetapkan indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Dewan

Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan®®

¥ Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab III
8 peraturan Menteri PER-01/MBU/2011 Pasal 15 Ayat 1
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2. KPImerupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan
Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau anggaran dasar.®’

3. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulan perkembangan
realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada Para Pemegang Saham.*

b. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dilakukan pengukuran dan penilaian dengan

mekanisme sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi
pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
dituangkan dalam risalah rapat.”

2. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.??

L. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan
yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru dilampaui kepada RUPS.

b. Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan
telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utama,
jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang
dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan)
serta honorarium, fasilitas dan/tahu tunjangan lain yang diterima dari
perusahaan.

c. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi.
Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan

Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

89 Ibid, Pasal 15 ayat 2

%0 Ibid, Pasal 15 ayat 3

°! Keputusan Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab IIl Poin 71 (3)
*2 |bid, Bab Il Poin 71 (4)
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d. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi
dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit
et de charge) dari RUPS.

e. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas
laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-
hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi
tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi
tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian

bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
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BAB III
DIREKSI

A. Pengertian

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh

atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.??

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan

yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun

sebelum pengangkatannya pernah:®

1. dinyatakan pailit;

2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau
Perum dinyatakan pailit; atau

3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian,

pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan.®

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atau berdasarkan

keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS. Keputusan RUPS mengenai

pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai
berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak
menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut
mulai berlaku sejak penutupan RUPS. Dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan seluruh Pemegang

Saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian

9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007,0p.cit, pasal 1 ayat 5.

94 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, op.cit, pasal 10 ayat 10.
9 Ibid, pasal 10 ayat 2.

% Ibid, pasal 10 ayat 5.
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tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut. Dalam hal

keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka

pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak

keputusan seluruh Pemegang Saham tersebut ditetapkan.®”

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan

menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian tersebut antara lain:%

1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak
manajemen.

2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan Anggaran Dasar.

4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.

5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN.

6. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.

7. Mengundurkan diri.

Selain alasan sebagaimana tersebut di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh

RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan

dan tujuan Perseroan.”

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:1%

1. meninggal dunia,

2. masa jabatannya berakhir,

3. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,

4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan

Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau

terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya

o7 Ibid, pasal 10 ayat 7, 8 dan 9.
% Ibid, pasal 10 ayat 13.
9 Ibid, pasal 10 ayat 14.

100

Ibid, pasal 10 ayat 29
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atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut:101

1.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota
Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan
Komisaris.

Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan yang menyebabkan
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari
setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.

Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang
menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS yang akan
memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan
Komisaris.

Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.

RUPS tersebut dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih
oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, RUPS tidak
diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di
luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang
bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana

dimaksud pada butir 5.

101

Ibid, pasal 10 ayat 32.

55



PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII BOARD MANUAL

10. Dalam keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar RUPS, maka
anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis,
dengan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara
tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.

11. Apabila RUPS atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 8, maka
anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali
sebagaimana mestinya.

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan Lowong, maka:19

1. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong
tersebut.

2. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi
yang lowong tersebut, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang
anggota Direksi lainnya, atau RUPS menunjuk pihak lain selain anggota
Direksi yang ada, untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi
yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

3. Dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS
belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut, maka anggota
Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS,
untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong
tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

4. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong selain anggota Direksi
yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama
dengan anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan

purna jabatan.

102

Ibid, pasal 10 ayat 25.
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Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:1%3

1. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi
tersebut.

2. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang
lowong tersebut, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan
Komisaris, atau RUPS dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus
Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

3. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan dan
RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota-anggota Direksi yang
telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk
menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama.

4. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong selain anggota Dewan
Komisaris, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan
anggota Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna
jabatan.

Apabila terjadi perubahan susunan Direksi karena pengangkatan, penggantian,

dan pemberhentian anggota Direksi, maka Direksi wajib memberitahukan

perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat
dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan tersebut
belum dilakukan, Menteri Hukum dan HAM menolak setiap permohonan yang
diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan

HAM oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.1%4

103
104

Ibid, pasal 10 ayat 26.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, op.cit, pasal 94 ayat 7 dan 8
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B. Tugas dan Wewenang

1. Tugas Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam

maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.105

Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai

penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Good Corporate

Governance (GCG) di Perseroan.10

Direksi mempunyai tugas antara lain:

a.

Mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan
dan senantiasa berusaha meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif
dan efisien.

Menguasai, memelihara dan mengurus aset/kekayaan perusahaan
secara berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
Mempertanggungjawabkan  pengelolaan = perusahaan  menurut
bidangnya masing-masing baik kedalam maupun keluar dan kepada
RUPS.

Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di
bidang masing-masing.

Memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Senior Executive
Vice President (SEVP), Manajer/Kepala Bagian/jabatan setingkat Kepala
Bagian dan atau karyawan sesuai dengan kepentingan perusahaan.
Menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala dipimpin oleh Direktur
untuk menentukan kebijakan operasional perusahaan.

Mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur

dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

105

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara, op.cit, pasal 11 ayat 1

1% peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 19 ayat 2
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2. Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:1%7
Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.

b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau
beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama
Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa
orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan.

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan
lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan
hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan yang melampaui kewajiban
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan
peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan
pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan /atau Keputusan
RUPS.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan

107 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, op.cit, pasal 11 ayat 2a
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usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat

membuktikan bahwa:108

1.
2.

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.

C. Hak, Kewajiban dan Etika Direksi

1.

Hak Direksi

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna
jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.1%®

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila surat pengunduran diri
disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat
diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran
diri. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang
bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat
permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif
pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi
tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan
lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan

pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.110

108
109
110

Ibid, pasal 11 ayat 6
Ibid, pasal 10 ayat 25
Ibid, pasal 10 ayat 28 dan 29
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2. Kewajiban Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk:!11

a.

Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP),
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan perubahannya
serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP.
Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan
Risalah Rapat Direksi.

Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada
RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak
Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai
akibat penghapusbukuan piutang.

Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh
RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi
dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan
HAM.

Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan

Tahunan dan dokumen keuangan serta dokumen perseroan lainnya.

111

Ibid, pasal 11 ayat 2b
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k. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan serta
dokumen perseroan lainnya.

1. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

m. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh
Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

n. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian
dan tugasnya.

0. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta
anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

r. Memenuhi permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perseroan
yang disampaikan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang
diberikan kuasa.

s. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil :

1) Sinergi pengawasan yang dilakukan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna atau yang diberikan kuasa.

2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan
operasional yang dilakukan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau
yang diberikan kuasa.

Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa

jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang

bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-

tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.112

12 Ibid, pasal 10 ayat 31.
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Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, Direksi diharuskan antara

lain:

a. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,
serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab
sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku
Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.!!3

b. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-

pekerjaan  utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak
perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk
rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal
maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas
dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan dan anak
perusahaan/perusahaan patungan Perseroan, untuk dimuat dalam
Laporan Tahunan Perseroan.!4
c. Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada
Perseroan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.!
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,
perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan
pencapaian tujuan Perseroan. Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan
prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Setiap anggota Direksi
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-

undangan yang berlaku.

113
114
115

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 19 ayat (1)
Ibid, pasal 19 ayat (3)
Ibid, pasal 19 ayat (4)
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3. Etika Jabatan Direksi

c) Etika berkaitan dengan Keteladanan

1)

Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung
the highest ethical standard di Perseroan. Salah satu caranya adalah
dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Pegawai.
Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung
kejujuran sebagai nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan
pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam sikap
dan tindakan;

Toleransi dalam sikap dan tindakan, santun dalam menyatakan
pendapat, baik secara lisan maupun tertulis;

Menghormati keputusan Dewan Komisaris, Pemegang Saham

dan/atau RUPS;

Memiliki orientasi untuk memberikan nilai tambah kepada
Perseroan;
Terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya

mengenai masalah yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan;
Mengambil sikap, menyampaikan pendapat, dan melakukan
tindakan sebagai pribadi, yang bersangkutan harus secara jelas dan
tegas menyatakan bahwa sikap, pendapat atau tindakannya itu
adalah sebagai pribadi;

Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas
unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan
Perseroan yang seimbang dengan kepentingan Pemangku
Kepentingan;

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempatkan
kepentingan Perseroan secara keseluruhan, di atas kepentingan

pribadi.
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d) Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan
Direksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar, dan Panduan good corporate governance serta kebijakan

Perseroan yang telah ditetapkan.

d) Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi

Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan selalu menjaga
kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

e) Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Direksi dilarang untuk:

1)

2)

Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk kepentingan dirinya
sendiri;

Menggunakan aset dan informasi Perseroan atau jabatannya selaku
Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan
perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
Berkompetisi dengan Perseroan yaitu menggunakan
pengetahuan/informasi dari dalam (inside information) untuk
mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan
Perusahaan.

Mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan
fasilitas yang diterimanya sebagai Anggota Direksi Perusahaan, yang

ditentukan oleh RUPS.

f) Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

9) Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai

benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara
langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan

kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah;

10) Direksi tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi

atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan

dengan kepentingan Perusahaan;
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11) Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan
Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam
proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan
kasus tersebut.

12) Menghindari  setiap  aktivitas yang dapat mempengaruhi
independensinya dalam melaksanakan tugas;

13) Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan
apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu
termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan
instansi Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan
gratifikasi ilegal, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang
dan jasa di Perusahaan;

14) Tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (insider trading)

15) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Etika Berusaha dan Anti Korupsi

6) Anggota Direksi tidak menerima, memberikan atau menawarkan baik
langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada

dan/atau dari pelanggan maupun pejabat pemerintah untuk
mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya
dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

7) Menerima baik langsung maupun tidak langsung, imbalan dan/atau
hadiah, dan/atau hibah dan/atau sumbangan dan/atau entertainment
dalam bentuk apapun dari pihak manapun di luar Direksi, atas apa
yang telah dilaksanakannya dalam hubungannya dengan fungsi dan
tugas Direksi atau dalam kedudukannya sebagai Direksi;

8) Imbalan, hadiah, hibah dan sumbangan pada angka (2) tidak termasuk
honorarium, uang transportasi, penggantian biaya perjalanan dan
penginapan atau cindera mata, yang diberikan kepada Direksi;

9) Anggota Direksi wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10) Direksi menunjuk pejabat perusahaan yang dikenai kewajiban
menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi.

11) Direksi menunjuk pejabat perusahaan yang ditugaskan untuk
melakukan koordinasi dengan KPK berkaitan dengan pengelolaan
LHKPN yang dituangkan dalam Keputusan Direksi. Pejabat yang
ditunjuk melakukan koordinasi kepada Sekretaris Dewan Komisaris
dalam hal kewajiban anggota Dewan Komisaris menyampaikan

LHKPN.

D. Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam

melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara anggota Direksi.

Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab

atas pengurusan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara

kolektif (board) sebagai organ Perseroan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut,

maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan

keputusan Direksi.!1¢

Tugas Direksi antara lain sebagai berikut:

Memimpin, merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi
tugas para Direktur dan atau Senior Executive Vice President (SEVP) agar
tercapai pelaksanaan operasional perusahaan secara teratur, terarah,
terkendali dan terpadu.

Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan umum perusahaan
sebagaimana  ditetapkan dalam Anggaran Dasar, RUPS, dan
Keputusan/petunjuk lainnya yang diberikan oleh Menteri Negara BUMN.
Direksi di samping merupakan pemimpin umum dari perusahaan,
berkewajiban untuk membimbing, mengkoordinir, semua aktivitas dari

Direktur Bidang dan atau Senior Executive Vice President (SEVP). Selain itu

116 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII, op.cit, pasal 11 ayat 25.
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berkewajiban pula untuk mengelola seluruh kegiatan operasional sehingga
dapat mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan oleh RUPS.

e Kebijakan lainnya yang berkaitan dengan investasi baru, kebijakan keuangan
dan rekrutmen serta mutasi karyawan setingkat strata Pengatur sampai
Pembina.

e Direksi bertanggung jawab langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
Pengawasan Internal, Quality Assurance Audit, Manajemen Risiko,
Komunikasi Perusahaan & PKBL, Sekretariat & Pengelolaan Informasi, Legal
Korporasi serta hubungan dengan stakeholders melalui Liaison Office.

e Dalam pelaksanaan operasional perusahaan, Direksi dapat mendelegasikan
kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Senior Executive Vice President
(SEVP) yang ditetapkan melalui keputusan Direksi dengan pembagian tugas
sebagai berikut :

1. Senior Executive Vice President (SEVP) Operation I & 11

a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi pada seluruh kegiatan yang menyangkut produksi dan
investasi yang telah diputuskan oleh Direksi baik tanaman maupun
non tanaman meliputi kegiatan proteksi dan pemupukan.

b. Segala aktivitas yang menyangkut pengolahan dan bidang teknik
sehingga menghasilkan mutu dan kualitas sebagaimana yang
diharapkan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup, Sipil dan Traksi.

c. Kinerja operasional seluruh, Unit dan Bagian-bagian yang terkait
dengan aktivitas produksi dan investasi termasuk unit plasma
kemitraan.

d. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada
seluruh kegiatan Pemasaran.

e. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya, baik investasi maupun
eksploitasi termasuk pengendalian harga pokok.

f. Bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di

luar pengadilan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direksi.
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2. Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support :

a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada

seluruh kegiatan:

Pengelolaan Human  Capital meliputi: Personalia &
Pengembangan Organisasi, Hubungan Industrial, Pengembangan
SDM & Assessment Center serta Kesehatan.

Akuntansi dan Keuangan yang meliputi: Akuntansi, Keuangan,
Pajak, Asuransi, Verifikasi dan Anggaran.

Pengadaan dan Umum yang meliputi: Pengadaan Barang dan Jasa,
Pengadaan Bahan Baku, Umum dan Keamanan.

Perencanaan dan Sustainability yang meliputi : Pengembangan
Bisnis, Kinerja Korporasi, Litbang dan Corporate Management
Representative.

Aset dan Teknologi Informasi yang meliputi : Manajemen &
Hukum Aset, Teknologi Informasi dan Penyusunan Harga

Perkiraan Sendiri.

b. Pengelolaan sumber dana dan penggunaan dana yang mendorong

peningkatan produktivitas dan pengendalian harga pokok penjualan.

c. Kelancaran sistem informasi keuangan dan non keuangan yang tepat

waktu, akurat, dan tepat guna.

d. Bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di

luar pengadilan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direksi.

E. Perangkapan Jabatan

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di

bawah ini, yaitu:1”

1.

Negara;

Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik

117

Ibid, pasal 10 ayat 34.
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3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah
pusat dan/atau daerah;

4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif
dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau

5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

F. Rapat Direksill8
Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Keputusan dapat pula
diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang
cara dan materi yang diputuskan.
Dalam hal rapat yang sifatnya khusus/urgent, undangan dapat dilaksanakan
melalui media telekomunikasi yang kemudian dinyatakan di dalam rapat oleh
Pimpinan Rapat dan didokumentasikan secara tertulis ke dalam risalah rapat.
Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, dan dalam rapat tersebut dapat
dihadiri Peserta Tamu yang berasal dari salah satu unsur Dewan Komisaris dan
atau SEVP dan atau Kepala Bagian dan atau Manajer.
1. Jadwal Rapat
Penyelenggaran rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi,
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris, atau
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat
a. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

18 Ibid, pasal 12
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Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat
rapat.
Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota

Direksi dan atau peserta tamu hadir dalam rapat.

3. Tata Tertib Rapat

a.

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari %2 (satu per dua) jumlah anggota
Direksi atau wakilnya yang sah.

Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil
keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir
dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang
anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi
lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk
keperluan itu.

Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi

lainnya.

4. Pimpinan Rapat

a.

b.

Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur.

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah
seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang
memimpin rapat Direksi.

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah
seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi
yang memimpin rapat Direksi.

Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan lebih dari satu orang, maka Direktur yang terlama dalam
jabatan dan yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat

Direksi.
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5. Pengambilan Keputusan

a. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah
untuk mufakat.

b. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat,
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

c. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.

d. Apabilajumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua Rapat
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.

e. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara
belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari %2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan
pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari %2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

f.  Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.

g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

6. Risalah Rapat

Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh
Pimpinan Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir atau notulis,
yang  berisi  hal-hal yang  dibicarakan (termasuk  pernyataan
ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang
diputuskan. Satu salinan risalah rapat Direksi agar disampaikan kepada
Dewan Komisaris untuk diketahui.

Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan rapat Direksi, baik yang

bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
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G. Organ Pendukung Direksi

1.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah unit pengawasan internal yang

mempunyai peran tidak hanya membantu Direksi dalam menjalankan fungsi

pengawasannya tetapi juga sebagai konsultan/mitra strategis (assurance and

consulting) bagi manajemen dalam rangka peningkatan penerapan

manajemen risiko, pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip

GCG serta mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.!”

Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. Fungsi pengawasan

intern tersebut adalah:120

a. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen
risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang

keuangan operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan
kegiatan lainnya.
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS)
untuk dilaporkan kepada Direksi.'?!
Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang disebut
Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan
persetujuan Dewan Komisaris.
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan
Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi
yang berfungsi sebagai penghubung antara Direksi dengan Stakeholders
Perusahaan.
Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Kepala Bagian Sekretariat

Perusahaan. Fungsi Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan adalah:!?

119

Standar Internasional Praktik Operasional Audit Internal, 2017

120 paraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 28 ayat 4.

121
122

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran KNKG Tahun 2008
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 29 ayat 4.
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Memastikan penerapan praktik tata kelola perusahaan mematuhi
peraturan tentang persyaratan keterbukaan dan ketentuan hukum yang
berlaku sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
Sebagai penghubung (liaison officer); dan

Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk
tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan

risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Sekretariat

Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama

berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan

Komisaris.

Tanggung Jawab Utama Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan adalah :

Memastikan pelaksanaan pekerjaan terkait kesekretariatan, protokoler,
kehumasan, Hukum, Regulasi, Perijinan dan Legal Drafting, Pelayanan
dan administrasi Liaison Office serta PKBL berjalan dengan efektif dan
efisien dalam upaya mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang
persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip
GCG.

Memastikan citra perusahaan terjaga dengan baik.

Memastikan tidak adanya testimoni negatif terhadap perusahaan
Memastikan sosialisasi atas pedoman tata kelola perusahaan berjalan
dengan baik.

Memastikan corporate identity telah sesuai dengan Grafik Standard Manual
(GSM).

Memastikan penyampaian informasi perusahaan akurat dan tepat waktu.
Memastikan pelaksanaan protokoler berjalan secara efektif.

Memastikan pelaksanaan administrasi perkantoran sesuai ketentuan

yang berlaku.
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Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris

Perusahaan berwenang untuk mengatur pelaksanaan tugas pekerjaan secara

efektif dan efisien termasuk melakukan koordinasi dengan Bagian

lain/Kantor Perwakilan /Unit.

H. Pengendalian Intern

a. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif

untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.'3

b. Sistem pengendalian intern yang efektif mencakup hal-hal sebagai berikut:14

1)

Lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan

dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:

a) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;

b) filosofi dan gaya manajemen;

c) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawabnya;

d) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

e) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu

proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko

yang relevan.

Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam

suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap

tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain

mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas

prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.

Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan

mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh perusahaan.

Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian

intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam

123
124

Ibid, pasal 26 ayat 1.
Ibid, pasal 26 ayat 2.
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a.

a.

struktur organisasi perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara

optimal.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan atas
barang dan jasa yang bersifat operasional maupun investasi dalam jumlah,
kualitas, harga dan waktu yang tepat.

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan.
Bagian Pengadaan membuat laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
kepada Direktur secara periodik.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan mekanisme

e-Procurement.

Pengelolaan Aset

Aset adalah semua aktiva tetap, bergerak maupun tidak bergerak, milik
Perseroan.

Pengelolaan aset meliputi kegiatan penguasaan, pemanfaatan, pelepasan dan
penghapusan, serta administrasi atas aktiva Perseroan.

Direksi menetapkan kebijakan dan mekanisme penggunaan aset Perseroan,
termasuk kebijakan pengamanan fisik terhadap seluruh aset Perseroan.
Penilaian kembali aset Perseroan dilakukan sesuai kebutuhan dan peraturan
Perseroan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset bertujuan untuk mengoptimalkan
nilai perusahaan.!??

Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aktiva dilaksanakan sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur Kerja Sama Pemanfaatan Aset.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau

pemindahtanganan.'?6

125

Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara Il (Persero) Nomor : 3.00/PER/01/2018 tgl 24 Januari 2018.

126 peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2010 tgl 23 Juli 2010, pasal 2 ayat 3.
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h. Pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap

sebagaimana dimaksud, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri mengenai penghapusbukuan dan pemindahtanganan Aktiva Tetap
BUMN.127

Pendayagunaan Aktiva Tetap merupakan kewenangan Direksi kecuali

dibatasi oleh Anggaran Dasar dan / atau peraturan perundang-undangan.!?

K. Pendelegasian Wewenang

a.

Direksi membuat kebijakan mengenai pendelegasian wewenang dan
mensosialisasikannya ke seluruh karyawan.

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya
dan atau pejabat setingkat di bawah Direksi meliputi SEVP, Kepala Bagian dan
Manajer.

Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan,
dan dibuat secara tertulis.

Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap
pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan
menerima pendelegasian wewenang,.

Pihak yang diberi wewenang harus melaporkan kegiatannya secara berkala
atau setelah selesainya pekerjaan baik lisan maupun tertulis kepada pemberi

wewenang

27 |bid.

128

Ibid, pasal 14 ayat 3
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BAB IV
MEKANISME GOVERNANCE

Mekanisme governance menguraikan bagaimana organ Perseroan (Dewan Komisaris
dan Direksi) berinteraksi dalam pengelolaan perseroan menuju best practices proses
governance.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas
sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
keduanya mempunyai tanggung jawab memelihara kesinambungan usaha Perseroan
dalam jangka panjang dan mempunyai hubungan kerja yang baku tanpa mengurangi
pelaksanaan fungsinya masing-masing serta tanpa adanya intervensi dalam
pelaksanaan dalam pengurusan Perseroan, untuk meningkatkan keberhasilan usaha
serta tata kelola Perseroan, sebagai berikut:

A. Visi, Misi dan Rencana Strategis

1. Perumusan visi dan misi dilakukan oleh Direksi dibantu seluruh jajaran
manajemen dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.

2. Dewan Komisaris wajib mengkaji kelayakan visi dan misi sesuai dengan
kondisi lingkungan Perusahaan, bila dipandang perlu dapat memberikan
masukan/saran perbaikan.

3. Direksi menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang
merupakan rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai misi,
sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja yang hendak dicapai dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun, berdasarkan asumsi-asumsi perubahan
lingkungan eksternal dan internal.

4. Materi Rencana Jangka Panjang Perusahaan terdiri dari:

Evaluasi pelaksanaan RJPP periode sebelumnya

b. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir Rencana Jangka Panjang sesuai
ketentuan pendirian perusahaan.

c. Sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan
perusahaan serta sasaran bidang-bidang/unit-unit kegiatan (target-

target) secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya.
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d. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi
sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis dan strategi fungsional tiap-tiap
bidang/unit kegiatan.

e. Kebijakan-kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-
batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam
melaksanakan strategi/program-program kegiatan.

f. Program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap
tahunnya.

g. Matriks keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan dan program
kegiatan yang akan menggambarkan arah perkembangan perusahaan
secara rinci.

h. Asumsi-asumsi penyusunan proyeksi keuangan.

i. Program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana investasi
setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

j.  Proyeksi aliran kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

k. Proyeksi neraca setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1. Proyeksilaba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun

m. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

B. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
Direksi wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang
merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dewan Komisaris mengkaji dan
memberikan pendapat mengenai RJPP yang disiapkan oleh Direksi sebelum
ditandatangani bersama. RJPP sebagaimana tersebut sekurang-kurangnya
memuat:!?°
a. evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya,
b. posisi perusahaan saat ini,
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP,
d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka

panjang.

129 peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 20
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Mekanisme penyusunan RJPP sebagai berikut:

1.

Direksi menyampaikan Rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris untuk
dilakukan kajian internal Dewan Komisaris sebagai dasar untuk memberikan
saran/masukan.

Jangka waktu pembahasan internal Rancangan RJPP di Dewan Komisaris
adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerimaan
Rancangan RJPP, Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk membahas
Rancangan RJPP dalam rapat gabungan. Sekretaris Perusahaan bertugas
sebagai notulis rapat.

Interaksi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dalam Risalah Rapat.
Setelah Dewan Komisaris menyetujui, Rancangan RJPP ditandatangani
bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada RUPS
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
sebelum berakhirnya masa RJPP periode berjalan.3°

Pengesahan RJPP oleh RUPS ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 60
(enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap. Jika
dalam waktu 60 (enam puluh) hari tersebut Rancangan RJPP belum disahkan,
maka Rancangan RJPP tersebut dianggap telah mendapat persetujuan.’®
Pelaksanaan RJPP dipantau dan dievaluasi setiap tahun oleh Direksi dan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan perubahan lingkungan eksternal

dan internal.

C. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP. Dewan

Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan

Direksi sebelum ditandatangani bersama.’3?> Materi RKAP sekurang-kurangnya

memuat:133

130
131

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-102/M-BUMN/2002, pasal 9
Ibid, pasal 6 ayat 5 dan 6.

32 peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 21 ayat 1 dan

ayat 3.
133

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VI, op.cit, pasal 18 ayat 1.
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C.
d.

e.

Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program
kerja/kegiatan.

Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program
kerja/kegiatan.

Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya.

Program Kerja Dewan Komisaris.

Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Mekanisme penyusunan RKAP sebagai berikut:

1.

Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani
sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

Dewan Komisaris melakukan kajian internal Dewan Komisaris sebagai dasar
untuk memberikan saran/masukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Rancangan
RKAP, Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk membahas RKAP
dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sekretaris Perusahaan
bertugas sebagai notulis rapat.

Interaksi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin dalam Risalah Rapat.
Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada
Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku
RKAP yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Rancangan RKAP yang disampaikan kepada Pemegang Saham harus
disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan
pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
Dalam hal Rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau
RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada

butir 3, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
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9.

10.

Direksi melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP tahun berjalan secara
berkala, serta melakukan analisa dan kajian untuk melakukan perubahan
apabila terjadi penyimpangan pencapaian RKAP. Usulan perubahan atas
RKAP harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan RKAP melalui
analisa dan kajian terhadap laporan manajemen maupun dengan melakukan
pemeriksaan secara langsung ke unit/bagian serta memberikan saran

perbaikan.

D. Program Pengenalan Perusahaan!34

1.

Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk

pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai perusahaan.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada

pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai

Sekretaris Perusahaan.

Program pengenalan perusahaan meliputi :

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan

b. Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan
lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha
jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-
masalah strategis lainnya.

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,
termasuk komite audit;

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan,

kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya

yang dianggap sesuai dengan perusahaan dimana program tersebut

dilaksanakan.

134

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 43
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5. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam

mengikuti program pengenalan perusahaan dapat dibuktikan melalui daftar

hadir, notulensi atau bentuk dokumen lainnya'.

E. Pengembangan Usaha dan Perubahan Lingkungan Bisnis

1. Direksi memonitor perkembangan program pengembangan usaha dan

pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian yang diberi tugas untuk menangani
perkembangan usaha.

Pengembangan usaha di luar rencana dan jumlahnya material dilakukan
setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Informasi atau Fakta
Material terkait program pengembangan usaha adalah informasi atau fakta
penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat
mempengaruhi nilai saham perusahaan dan atau keputusan pemodal, calon
pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta
tersebut.136

Dewan Komisaris memberikan masukan yang terkait dengan strategi dan
pelaksanaan Program Pengembangan Usaha termasuk saran tentang hal-hal
penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar bagi

perusahaan dan mencakup lingkup permasalahan, kinerja perusahaan.

F. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Program Pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Direksi dan Dewan

Komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi anggota Direksi

dan Dewan Komisaris dengan mekanisme :

e Direksi memiliki rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan
yang dituangkan dalam RKAP bagi Direksi'®’.

e Dewan Komisaris memiliki rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan
pelatihan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi

Dewan Komisaris!38

133 Kep.Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab 11l Poin 41 (2)

136

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 7

37 Kep.Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab IV Poin 85 (2)
138 Kep.Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab Il Poin 42 (2)
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2.

e Pelaksanaan program pelatihan/pengembangan direalisasikan untuk
kemudian dibuat laporan atas kegiatan dimaksud.°

Pelaksanaan program pengembangan kompetensi karyawan dilakukan oleh
Direktur yang didelegasikan kepada Senior Executive Vice President (SEVP).
Senior Executive Vice President (SEVP) membuat laporan rencana dan
pelaksanaan program tahunan pengembangan SDM kepada Direktur untuk
disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memberikan masukan mengenai program tahunan

pengembangan SDM.

G. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

1.

Indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi dan Dewan
Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham yang meliputi target-target yang
harus dicapai oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengurusan Perusahaan.

Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara
berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi
(struktural).140

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk
unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif
dan transparan.

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk
jabatan/unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan
Komisaris.

Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi baik
secara individu maupun kolektif berdasarkan target yang telah ditetapkan.
Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban Direksi ke RUPS.

3% |bid, Bab 1l Poin 42 (3)
149 1id, Bab IV Poin 94 5.d 99
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8. Direksi mengusulkan formulasi dan jumlah remunerasi Direksi kepada Dewan
Komisaris yang dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja masing-masing
Direksi.

9. Dewan Komisaris mereviu formulasi remunerasi yang diusulkan Direksi.

10. Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan gaji Direksi,
tunjangan dan fasilitas lainnya.

11. Dewan Komisaris dan Direksi berhak atas gaji dan tunjangan lain termasuk
santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Penggajian dan pemberian tunjangan
ditetapkan pada suatu tingkat yang layak serta dikaitkan dengan kinerja

masing-masing organ baik Direksi maupun Dewan Komisaris.

H. Suksesi Manajemen

1. Suksesi manajemen dimaksudkan untuk mempersiapkan Bakal Calon
Anggota Direksi yang berasal internal perusahaan.

2. Suksesi manajemen didahului dengan program kaderisasi dengan
mempertimbangkan integritas, dedikasi, kompetensi individu, dan dipandang
memiliki prestasi yang baik

3. Terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal perusahaan
dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai Anggota Direksi pada
perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan
oleh Lembaga Profesional yang dipilih oleh perusahaan atau Pemegang
Saham.

4. Pemegang saham dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris

terhadap Bakal Calon Anggota Direksi yang berasal dari internal perusahaan.

I. Pengelolaan Operasional Bisnis
1. Direktur membuat strategi, kebijakan pengelolaan operasional perusahaan dan
Standart Operational Procedure (SOP) untuk proses bisnis inti perusahaan
beserta pedoman penyusunan SOP dengan mempertimbangkan prinsip

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas yang disosialisasikan dan
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dievaluasi secara berkesinambungan dalam rangka penyesuaian terhadap
perubahan faktor eksternal.
2. Direktur menyampaikan laporan operasional bisnis kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris memberikan tanggapan terhadap surat usulan Direksi atas
operasional bisnis sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 hari sejak

tanggal surat diterima.

J. Media Informasi

1. Direksi menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola informasi, yaitu
keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang penting dan relevan
mengenai Perseroan.

2. Direksi menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholders dengan
memastikan bahwa :141

e Penetapan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan
dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.

e Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi
perusahaan.

¢ Menyediakan media informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat
dan tepat, waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

e Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan Perusahaan
kepada Pemegang Saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat
waktu, akurat, obyektif, dan transparan.

3. Direksi Dbertanggungjawab untuk memberikan informasi mengenai
Perusahaan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, obyektif,
dan transparan.

4. Direksi menyampaikan laporan berkala yang berupa laporan bulanan,
laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan dengan

memperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

141 kep.Sekretaris Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 Bab IV Poin 136 s.d 149
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5. Direksi harus menyampaikan informasi yang bersifat insidentil dan laporan
khusus yang terkait dengan peristiwa, kejadian atau fakta penting bersifat
material yang secara langsung atau tidak langsung dialami atau dimiiki
perusahaan kepada Dewan Komisaris secara informal dalam waktu 1 x 24 jam
dan secara formal (tertulis) paling lambat 7 hari setelah keputusan/terjadinya
informasi/fakta material yang meliputi :

a) Penggabungan, pengambilalihan dan peleburan usaha atau pembentukan
usaha patungan.

b) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.

c) Produk atau penemuan baru yang berarti.

d) Perubahan dalam pengendalian / perubahan penting dalam manajemen.

e) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.

f) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.

g) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan.

h) Bencana seperti kebakaran, banjir, gempa, badai.

i) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan

j) Kejadian, peristiwa atau fakta penting lainnya yang berpengaruh besar
dalam kegiatan operasional perusahaan dan/atau mengakibatkan
kegiatan utama perusahaan.

6. Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris informasi tentang
penyimpangan pelaksanaan kegiatan perusahaan.

7. Direksi menetapkan aturan dan kriteria informasi yang bersifat rahasia.

8. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa semua informasi termasuk
informasi atas produk Perusahaan dirahasiakan, sampai tiba saatnya untuk
mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat.

9. Dewan Komisaris, anggota Direksi, auditor ekstern, auditor intern, Komite
Dewan Komisaris, konsultan dan karyawan harus tetap menjaga kerahasiaan
informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat atau bertugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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K. Media Komunikasi

Pertemuan dan komunikasi formal Dewan Komisaris dan Direksi dapat

terlaksana dalam setiap Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang

diselenggarakan oleh masing-masing organ, atas undangan Dewan Komisaris

atau Direksi.

1. Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris

Kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris dimungkinkan apabila
Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang oleh Dewan Komisaris

untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi.

2. Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi

a. Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi atas undangan Direksi

C.

Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris atau salah satu anggota
Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan atau
melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan sebagai bahan bagi
Direksi untuk menjalankan tugasnya.

Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
setiap waktu berhak menghadiri rapat Direksi dan memberikan
pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi atas permintaan Dewan
Komisaris

Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh salah
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham
dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi juga dimungkinkan atas
permintaan Dewan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris
untuk hadir dalam rapat Direksi guna memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.

Penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
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L.

Rapat Gabungan diselenggarakan jika dipandang perlu oleh salah satu
organ dan bila dianggap perlu dapat menghadirkan narasumber dari
dalam Perusahaan atau luar Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan

untuk membuat risalah rapat dan mendistribusikan kepada peserta rapat.

Pelaporan
1. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan yang ditandatangani oleh
semua anggota Direksi kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan
tersebut.142
2. Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-
kurangnya:143
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas
laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan
yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat
penghapusbukuan piutang.
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan.
Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, jika ada.
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan.
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan
tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

yang baru lampau.

142
143

Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VII, op.cit, pasal 20 ayat 5 dan 6.
Ibid, pasal 19 ayat 2.
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3. Rancangan laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit
oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani
sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.!44

4. Laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
semua anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang
Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.14

5. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani
laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau
alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan
dalam laporan tahunan. Apabila tidak memberi alasan secara tertulis, yang
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.146

6. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku
berakhir.14”

7. Persetujuan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan

keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.148

M. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan di atur secara rinci dalam Code of Conduct

144 Ibid, pasal 19 ayat 3.

Ibid, pasal 19 ayat 5.

Ibid, pasal 19 ayat 6 dan 7.
Ibid,pasal 19 ayat 8.

Ibid, pasal 19 ayat 9.

145
146
147
148
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N. Penyelenggaraan RUPS

Rapat Umum Pemegang saham adalah Organ perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar.4

Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum

Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih

oleh dan dari antara mereka yang hadir.150
RUPS terdiri dari:
RUPS Tahunan!5!

1.

RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi RUPS mengenai

persetujuan laporan tahunan dan RUPS mengenai persetujuan RKAP yang

telah disusun oleh Direksi.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan antara lain:

a. Penyelenggaraan RUPS Dalam Rangka Persetujuan Laporan Tahunan

1)
2)
3)

Direksi menyiapkan draft Laporan Tahunan.

Direksi mengirimkan draft Laporan Tahunan kepada Komisaris.
Dewan Komisaris melakukan kajian atas draft Laporan Tahunan dan
bila dipandang perlu, memberikan masukan/nasehat untuk
perbaikan.

Dewan Komisaris mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan
Laporan Tahunan kepada Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah menerima draft Laporan Tahunan.

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan Rapat Gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas draft Laporan
Tahunan.

Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan.
Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Tahunan

untuk diajukan kepada RUPS.

149

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, op.cit. Pasal 1 ayat 4

150 Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VIl , op.cit, pasal 25 ayat 1

151

Ibid, pasal 22 ayat 1.
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9

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan,
paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima.15?

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan, paling lambat bulan Juni

setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.153

10) RUPS memberikan putusan terhadap Laporan Tahunan yang

diajukan.

b. Penyelenggaraan RUPS Dalam Rangka Persetujuan RKAP

1)

Direksi melakukan konsolidasi usulan RKAP melalui Rapat Direksi
dan mengirimkan hasilnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku
RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
Dewan  Komisaris bila  dipandang perlu, memberikan
masukan/nasehat untuk  perbaikan usulan RKAP dan
mengirimkannya kepada Direksi.

Bila masukan/nasehat Dewan Komisaris dapat diterima, Direksi
melakukan perbaikan usulan konsolidasi RKAP untuk diajukan
ulang kepada Dewan Komisaris dan RUPS.

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS untuk
pengesahan RKAP, paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Direksi menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang
bersangkutan).1%4

Dewan Komisaris memberikan pandangan atas usulan RKAP kepada
RUPS.

RUPS memberikan keputusan terhadap RKAP yang diajukan.

152
153
154

Ibid, pasal 24 ayat 9.
Ibid, pasal 22 ayat 2.
Ibid, pasal 22 ayat 3.
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c. Penyelenggaraan RUPS Dalam Rangka Persetujuan RJPP

Tatacara:

1)

2)

Direksi menyiapkan draft RJPP dan mengirimkan draft RJPP kepada
Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melakukan kajian atas draft RJPP dan bila
dipandang perlu, memberikan masukan/nasehat untuk perbaikan.
Dewan Komisaris mengirimkan masukan/nasehat untuk perbaikan
RJPP kepada Direksi.

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan Rapat Gabungan
Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas draft RJPP.

Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan Rapat Gabungan.
Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani RJPP untuk diajukan
kepada RUPS.

Direksi mengirimkan undangan penyelenggaraan RUPS Tahunan.
Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan.

RUPS memberikan putusan terhadap RJPP yang diajukan.

d. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Dalam Rangka Penunjukan Auditor

Eksternal Auditor eksternal harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang

diajukan oleh Dewan Komisaris.

2. RUPS Luar Biasal®®

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan setiap saat, jika

dianggap perlu oleh Direksi dan atau Komisaris dan/atau dapat diadakan

setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa antara lain:

a. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Dalam Rangka Menyetujui Perbuatan
Hukum Direksi

Tujuan penyelenggaraan RUPS agar Direksi dapat melaksanakan suatu

perbuatan hukum dalam pengelolaan Perseroan yang kewenangannya

tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau hal penting

lain yang menyangkut kinerja Perseroan.

155

Ibid, pasal 23
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Dalam mengajukan ke RUPS, usulan pelaksanaan perbuatan hukum

Direksi disertai tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

1)

2)

Direksi menyiapkan materi atas kegiatan yang memerlukan
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
Direksi mengirim draft/usulan materi kepada Dewan Komisaris dan
RUPS.

Dewan Komisaris melakukan kajian atas materi yang disampaikan
Direksi dan apabila dianggap perlu dapat meminta penjelasan
tambahan kepada Direksi.

Apabila ada, Direksi memberi materi penjelasan tambahan yang
diminta Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris membuat tanggapan tertulis atas materi usulan
Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dengan tembusan kepada
Direksi.

RUPS memberikan putusan terhadap usulan materi yang diajukan
Direksi setelah mempertimbangkan tanggapan tertulis dari Dewan
Komisaris. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari
Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan

tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.?5¢

O. Perbuatan Direksi Yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

dan RUPS

Dalam melaksanakan perbuatan tertentu yang kewenangannya tidak

sepenuhnya diserahkan kepada Direksi, Direksi harus memperoleh persetujuan

dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS sebelumnya.

1. Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan

Komisaris antara lain:1%7

156
157

Ibid, pasal 11 ayat 12.
Ibid, pasal 11 ayat 8.
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a. Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai
dengan 5 (lima) tahun);

b. Melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka
waktu di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa
Kerja Sama Lisensi (KSL), Kontrak Manajemen, menyewakan aset, Kerja
Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT),
Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna
(Build Transfer Operate/BTO), Kerja Sama Usaha (KSU),pinjam pakai
atau kerja sama lainnya yang mempunyai sifat yang sama;

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (di atas
5 (lima) tahun), kecuali :

1) Penerimaan/pemberian pinjaman (utang atau piutang) yang timbul
karena transaksi bisnis;

2) Pemberian/penerimaan pinjaman kepada/dari anak perusahaan;

3) Pemberian/penerimaan pinjaman kepada/dari perusahaan induk;

4) Pemberian/penerimaan pinjaman kepada/dari perusahaan di bawah
pengendalian perusahaan induk berdasarkan kebijakan dari
perusahaan induk;

Dengan ketentuan mendapat laporan atas pemberian /penerimaan

pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf b) sampai dengan d).

d. Melakukan penghapusbukuan:

1) Piutang macet

2) Persediaan barang mati; atau

3) Aset tetap karena kondisi tertentu, yaitu :

a) hilang

b) musnah

c) rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total lost);

d) biaya pemindahtanganannya lebih besar dari pada nilai
ekonomis yang diperoleh dari hasil pemindahtanganan;

e) dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aset

tetap yang lain yang anggarannya telap ditetapkan dalam RKAP;
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f) dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan
adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

g) tidak lagi menjadi milik/dikuasai oleh Perseroan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

e. Menetapkan dan mengubah logo perseroan;

f. Membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang
dapat berdampak bagi Perseroan;

g. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk
yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan
langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

h. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;

i. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan dan Kepala
Satuan Pengawas Internal.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus

memberikan keputusan atas permohonan Direksi dimaksud.
2. Perbuatan Direksi yang harus mendapat tanggapan tertulis dari Dewan

Komisaris dan persetujuan dari RUPS antara lain:1>8

a. Mengagunkan aset tetap wuntuk penarikan kredit jangka
menengah/panjang (di atas 5 (lima) tahun);

b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (corporate guarantee, borg, atau
avalist);

c. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;

d. Melakukan pembelian kembali saham Perseroan (buy back);

e. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka
waktu diatas 10 (sepuluh) tahun berupa Kerja Sama Lisensi (KSL),
Kontrak Manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO),

Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah

158 Ibid, pasal 11 ayat 10
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(Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer
Operate/ BTO), Kerja Sama Usaha (KSU), pinjam pakai, atau kerjasama
lainnya yang mempunyai sifat yang sama;

f. Melakukan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan aset tetap
Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri
pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;

g. Melakukan penyertaan modal atau pengurangan penyertaan modal pada
perusahaan lain;

h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau
melepaskan  penyertaan, pemisahan, dan pembubaran anak
perusahaan/perusahaan patungan;

i. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

j- Melakukan program kerja/kegiatan atau penggunaan anggaran yang
belum ditetapkan dalam Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau

penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan

tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa
tanggapan tertulis Dewan Komisaris.!%°

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:160

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1

(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun

tidak.

P. Pengelolaan Anak Perusahaan, Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan

1. Entitas anak adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas

seperti persekutuan, yang dikendalikan oleh entitas lain (dikenal sebagai

entitas induk). Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki

159 Ibid, Pasal 11 ayat 10

160 Ibid, pasal 11 ayat 13
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4.

secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah
kekuasaan suatu suatu entitas, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat
ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan
pengendalian.’¢!

Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon Direksi dan Calon
Komisaris anak perusahaan, Direksi membentuk Tim Evaluasi yang diketuai
oleh anggota Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota Tim
Evaluasi tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai Calon Direksi dan
Calon Komisaris.16?

Direksi harus menyampaikan laporan keuangan anak perusahaan bersamaan
dengan laporan berkala perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan saran atas anak perusahaan.

Q. Manajemen Risiko

1.

Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko

korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program

GCG.163

Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:164

a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau

b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk
menjalankan fungsi manajemen risiko.

Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan

penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.16

Direksi mengungkapkan dalam Laporan Tahunan penilaian manajemen

tentang risiko usaha dan risiko material yang dapat diantisipasi, untuk

menjadi informasi penting bagi para stakeholders dalam pengambilan

keputusan.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko.

161

164
165

PSAK 4 Revisi 2015.

182 peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara Il (Persero) Nomor KPJAK/HOLD/PER/02/2016, pasal 5.
163 peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011, op.cit, pasal 25 ayat 2
Ibid, pasal 25 ayat 3

Ibid, pasal 25 ayat 4
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6.

Dewan Komisaris memberikan saran atau nasehat terhadap proses manajemen

risiko.

R. Tata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

1.

Tata kelola sistem dan teknologi informasi adalah suatu struktur dan proses
yang saling berhubungan (terintegrasi), serta mengarahkan dan
mengendalikan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan melalui penciptaan
nilai tambah dan keseimbangan antara risiko dan manfaat dari teknologi
informasi serta prosesnya.

Direksi harus menetapkan tata kelola terhadap informasi yang efektif 166 dalam
bentuk Master Plan Technology Information (MPTI) sebagai pedoman dalam
pengembangan teknologi informasi yang mencakup sumber daya manusia,
struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan.

Tata kelola sistem dan teknologi informasi yang dipergunakan dapat
berpedoman pada ketetapan Pemegang Saham

Direksi menyampaikan laporan kinerja teknologi informasi terkait dengan
pelaksanaan Master Plan Technology Information (MPTI) secara triwulanan
kepada Dewan Komisaris.1¢”

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi
informasi di perusahaan.%8

Dewan Komisaris melakukan kajian dan memberikan masukan atas teknologi
informasi yang dipergunakan serta risiko yang terkait dengan teknologi

informasi.

S. Seleksi Auditor Eksternal

a.

Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris,
Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (stakeholders).16°
Perseroan harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang

yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor

166 Ibid, pasal 30 ayat 1
Ibid, pasal 30 ayat 2
Ibid, pasal 30 ayat 3
Ibid, pasal 31 ayat 4

167
168
169
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eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan
kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi
keuangan.1”?

Dewan Komisaris mengusulkan Auditor Eksternal (akuntan publik) kepada
RUPS kecuali Penunjukan akuntan publik telah dilakukan langsung oleh

Pemegang Saham.

. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai

alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang
diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.!”! kecuali Penunjukan akuntan

publik telah dilakukan langsung oleh Pemegang Saham.

T. Saran, Permasalahan dan Keluhan Stakeholder

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen komplain yang

meliputi menampung dan mencatat saran, permasalahan, keluhan, untuk

kemudian menganalisa masalah serta menyelesaikan masalah.

2. Direksi wajib menyampaikan laporan dan penanganan manajemen komplain

bersamaan dengan laporan berkala perusahaan

3. Dewan Komisaris memberi respon tindak lanjut terkait saran, permasalahan

atau keluhan dari stakeholder dan membuat saran penyelesaian kepada

Direksi.

170
171

Ibid, pasal 31 ayat 5
Ibid, pasal 31 ayat 3
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BAB V
PENGGUNAAN WAKTU, SARANA
DAN FASILITAS PERUSAHAAN

A. Penggunaan Waktu

Penggunaan waktu oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diatur

berdasarkan prinsip-prinsip:

1.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus menggunakan jam
kerjanya, sarana dan fasilitas Perusahaan semata-mata untuk kegiatan yang
berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.

Aktivitas anggota Direksi di luar Perseroan yang tidak secara langsung
berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti: mengajar, mengurus
asosiasi bisnis dan sejenisnya, diperkenankan dengan menggunakan waktu
yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi lainnya.
Sedangkan bagi anggota Dewan Komisaris harus sepengetahuan Komisaris

Utama atau anggota Komisaris lainnya.

B. Penyediaan dan Penggunaan Tunjangan dan Fasilitas

Prinsip-prinsip yang mendasari penyediaan tunjangan dan fasilitas bagi Dewan

Komisaris dan Direksi adalah:

1.

2
3.
4

Disesuaikan dengan kondisi dan kinerja Perusahaan.

Azas kepatuhan dan kewajaran dibandingkan dengan industri sejenis.
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan sarana dan fasilitas milik Perseroan untuk kepentingan pejabat
Pemerintah, tamu Perseroan dan kepentingan lainnya dimungkinkan dengan
tetap berpatokan kepada aturan yang berlaku untuk sarana dan fasilitas
tersebut.

Penggunaan sarana dan fasilitas untuk kepentingan Pemerintah dan partai
politik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Direksi tidak boleh memberikan sumbangan untuk partai politik manapun

sepanjang dibenarkan oleh undang-undang.
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C. Perjalanan Dinas

Pemberian sarana akomodasi, transportasi dan tunjangan-tunjangan perjalanan

dinas di dalam maupun ke luar negeri didasarkan pada prinsip-prinsip:

1.
2.

Perjalanan dinas semata-mata untuk kegiatan dan kepentingan Perseroan.
Fasilitas transportasi dan akomodasi disesuaikan dengan kemampuan
Perseroan, dengan memperhatikan aspek kepatutan, dukungan terhadap
pelaksanaan pekerjaan dan menjaga citra Perseroan.

Persetujuan perjalanan dinas dalam negeri bagi anggota Direksi diberikan
oleh Direktur Utama.

Perjalanan dinas di dalam dan ke luar negeri bagi anggota Dewan Komisaris
dikaitkan dengan kebutuhan Perseroan dan kejelasan maksud dan tujuan
perjalanan tersebut.

Jenis alat transportasi, penyediaan akomodasi dan besarnya tunjangan
perjalanan dinas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Rencana perjalanan dinas luar negeri Direksi dan/atau Dewan Komisaris
diusulkan secara tertulis kepada pemegang saham.!”2

Dalam rencana perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud butir 6,
agar dijelaskan mengenai tujuan dan kepentingan perjalanan dinas,
keterkaitan dengan sasaran dan kebijakan perusahaan, lama perjalanan
dinas, sumber pembiayaan, rencana anggaran biaya serta informasi lain yang
relevan lainnya.1”3

Setelah melakukan perjalanan dinas luar negeri, dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan perjalanan dinas Direksi,
Dewan Komisaris wajib melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada
pemegang saham. Dengan melampirkan isian serta bahan atau dokumen
pendukung lain yang relevan sebagai bagian tak terpisahkan atas laporan

perjalanan dinas.174

72 5 rat Edaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN Il (Persero) No:3.00/HOLD/SE/02/2016 tgl .
173 .

Ibid, huruf E, angka 2c.
174 Ibid, huruf E angka 2e.
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BAB VI
PENUTUP

Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antara dua organ
Perseroan, diharapkan kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis
dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG dalam upaya untuk mencapai visi dan misi
perusahaan yang telah ditetapkan.

Setiap perubahan materi Board Manual ini harus mendapat persetujuan Dewan
Komisaris.

Peninjauan ulang Board Manual dalam periode yang teratur diperlukan untuk menjamin
kesesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

serta perkembangan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik.
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Lampiran 1
Checklist Materi Program Pengenalan
Direksi dan Komisaris Baru Perusahaan

Tujuan Perusahaan :

Uraian pendirian perusahaan, hal ini tercantum dalam akta pendirian perusahaan,

misi utama perusahaan dalam lingkup perekonomian nasional.

Sifat dan Lingkup Kegiatan Perusahaan.

Ini merupakan uraian lebih lanjut dari butir 1 diatas, yang meliputi:

Seluruh kegiatan perusahaan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Proses bisnis utama perusahaan serta proses kegiatan pendukung untuk
menghasilkan nilai tambah. Ini meliputi proses input hingga output, termasuk
dalam pengertian ini adalah indikator-indikator keberhasilan ataupun hal-hal
penting dalam setiap proses.

Pengenalan pelanggan maupun pemasok perusahaan.

Penjelasan kompetitor perusahaan serta bagaimana posisi perusahaan terhadap
tiap-tiap kompetitor.

Penjelasan mengenai kemungkinan dan peluang pengembangan perusahaan

yang masih terkait dengan bisnis inti perusahaan, maupun sesuatu yang baru.

Business Plan Perusahaan.

Pengenalan dalam lingkup ini meliputi:

a.

Penjelasan tentang Rencana Jangka Panjang perusahaan yang mencakup kurun

waktu 5 tahun, yang meliputi:

1) Visi 5 tahun ke depan, lengkap dengan sasaran kuantitatif yang ingin
dicapai sebagai indikator keberhasilan pencapaian visi

2) Pernyataan misi yang selaras dengan tujuan perusahaan dan menunjang
tercapainya visi

3) Strategi-strategi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa visi yang
dicanangkan ditunjang dengan suatu rencana untuk berhasil.

Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan tahun berjalan, yang meliputi:

1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun berjalan, kualitatif maupun

kuantitatif.
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2) Uraian mengenai rencana kerja yang terkait untuk pencapaian sasaran-
sasaran tersebut

3) Anggaran pelaksanaan rencana kerja diatas

4) Metoda pengendalian internal untuk memastikan bahwa sasaran dan
rencana kerja yang telah digariskan dapat terlaksana dengan baik dan

terkendali.

Laporan Kinerja Perusahaan.

Penjelasan dalam lingkup ini meliputi:

a.

Kinerja Keuangan, yaitu penjelasan mengenai kinerja keuangan tahun buku
yang lalu secara lengkap dan dengan penjelasan-penjelasannya.

Kinerja Operasi, yaitu penjelasan mengenai kinerja operasi tahun yang lalu dan
kinerja tahun berjalan.

Penanganan risiko usaha, yang meliputi penjelasan kebijakan perusahaan
dalam menangani risiko, seberapa jauh perusahaan telah mengidentifikasi
risiko-risiko usaha (program antisipasi dan cara penanganan risiko) dan hal-hal

lain yang terkait dengan manajemen risiko.

Pelaksanaan Good Governance

Penjelasan mengenai pelaksanaan GCG meliputi antara lain:

a.

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta wewenang organ
perusahaan, yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi.

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi serta wewenang organ-organ
pendukung perusahaan, seperti Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan
Satuan Pengawasan Intern.

Penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan-kebijakan manajemen yang
dituntut oleh pelaksanaan GCG seperti sistem pengendalian intern, kebijakan
mengenai transparansi, akuntabilitas dan lain-lain.

Penjelasan mengenai struktur organisasi perusahaan serta pokok, fungsi dan
wewenangnya.

Penjelasan mengenai etika perusahaan, khususnya tindakan-tindakan untuk

pencegahan korupsi dan kolusi serta penanganan donasi perusahaan.
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Lampiran a

Format Risalah Rapat Direksi

Hari/Tgl Tempat
Rapat: Rapat
Agenda Rapat Nama dan Paraf Peserta Rapat
1. 1. 6
2 2. 7.
3. 3. 8
4. 4. 9
5. 5. 10.
No Hasil Rapat Sebelumnya Evaluasi Tindak Lanjut
No Keputusan Rapat / Uraian Tindak Lanjut oleh
Direktur Utama / Direktur Bidang / Saksi Sekr. Perusahaan /
Ketua Rapat Sekr. Rapat
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Lampiran b

Format Risalah Rapat Dewan Komisaris

Hari/Tgl Tempat
Rapat: Rapat
Agenda Rapat Nama dan Paraf Peserta Rapat
1. 1. 6.
2. 2. 7.
3. 3. 8.
4. 4. 9.
5. 5. 10.
No Hasil Rapat Sebelumnya Evaluasi Tindak Lanjut
No Keputusan Rapat/ Uraian Tindak Lanjut oleh
Komisaris Utama Komisaris /saksi Sekr.Dewan Komisaris /

/Ketua Rapat

Sekr. Rapat
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